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PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR: 21 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN
DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT

WALIKOTA BATAM,

. bahwa dalam rangka menindakianjuti ketentuan pasal

126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, serta meningkatkan
efektifitas  dan efesiensi  penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat dipandang perlu melimpahkan sebagian
kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada
Camat;

. bahwa pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf

a tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, .
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000
tentang  Pembentukan  Kabupaten  Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3968 };

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2002 Tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);
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3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548),

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 );

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37 Seri D),

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003
Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi
Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAH DARI
WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

S@ ™~ e a0 o

—

Daerah adalah Kota Batam;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;

Walikota adalah Walikota Batam;

Sekretariat daerah adalah Sekretariat daerah Kota Batam;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Batam;

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
Kecamatan adalah Kecamatan Kecamatan dilingkungan Kota Batam;
Camat adalah Kepala Kecamatan,;

Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk

menentukan atau mengambil kebijakan datam rangka penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

k. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan
pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil
kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan  dilingkungan

kecamatan;
BAB i
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan kewenangan Walikota yang
dilimpahkan kepada Camat meliputi 6 ( enam ) Bidang Kewenangan dan
46 ( empat puluh enam ) Rincian Kewenangan;

(2) Bidang Kewenangan dan Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini ;

(3) Selain menjalankan tugas Camat sebagaimana kewenangan yang
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Camat juga mempunyai tugas umum
pemerintahan meliputi :

a.
b.

d.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan,

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
ymum;
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e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah
kelurahan.

BAB i
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 3

(1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh
Walikota sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib memperhatikan :

a. Standar, Norma dan Kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan.

(2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2,
terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis
dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi
dengan unit atau satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan dan
atau mengelola bidang kewenangannya;

(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2,
terutama menyangkut hal-hal yang bersifat teknis opersional, Camat wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
dengan Dinas Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 4

(1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan ini,
disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang
dilimpahkan;

(2) Pembiayaan dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi
dengan unit kerja yang secara fungsional membidangi kewenangan
tersebut;

(3) Tatacara penyaluran biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan
kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku:
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Pasal 5

(1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan
penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah
dan wajib disetor ke Kas Daerah;

(2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang
dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah melakukan
pembinaan dan pengawasan atas penyelengaraan kewenangan yang
dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB Vi
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 7

(1) Petanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan,
dilaksanakan oleh Camat;

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan
tembusannya kepada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
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BAB VII|
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 15 November 2007

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 16~ November 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam,

AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda, NIP.420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 40 SERI E
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